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Hustrasi- aks| santri menggugat di depan DPP PPP.

JAKARTA RAYA - Polda
Metro Jayamasih mendalami
laporan terkait pembahasan
amplop kiat yang menyeret
nama Ketua Umum Partai

Persatuan Pembangunan
(PPP) Suharso Monoarfa.
“lvalaporannyabenar sudah
diterima Polda Metro Jaya
dan penyidik sedung pela-

—

SUARALATE CO D
jarl,” ujar Kabid Humas Pol-
da Mctro Jaya, Kombes
EndraZulpan, Kamis(25/8).
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* Polisi Dalami Amplop Kiai' Ketum PPP

Sambungan Dari Hal.1

KombesZulpanmenjelasian,
selain mempelajari laporan

- polisi dengan nomor. STT-
" LP/B/4281/V11)/2022/SPKT/

| akanmemangg pihak pelapor

;Polda Mevo Jaya pada 20
A@xsmsznzz pihaknya juga

dabulu sebelum melakukan
pemeriksaan tethadap terlapor,
Suharso Monoarfa. “Namanya
laporan polisi, yang diambil
keterangan siapa pelapor. Ha-
bispelaporberikutdenganalat
bukti pendukung baru nanti
terlapor, ucapnya. Sepert)
diketahui, Suharso dilaporkan
Ar{ Kurniawan terkait pidato

yang membahas amplop kial.
Pelapor menilaj, pidato yang
disampaikan Suharso dan
telah diunggah sejumlah alam
media sosial merupakan tin-
dakan aksi penghinaan terha-
dap Kal dan pesantren. Su-
harso dilsporkan dengan
Pasal 165 KUHP atau Pasal 165

Ay:ngbcrbunylbmngmpn ‘

Ji muka umum menyatakan
peras4an, kebencian, penghi#
naan terhadap suatu w
atau beberapa golongan Ra-,
kyat Indonesia. 4

Suharso sendiri telah me-
lakukan Karifikasi dan per-
mintaan maal terkalt pidato
amplop kiat yang menimins-
kan polemlk . (Rie)




Bareskrim Polri.

Polri Selidiki Kasus

~ Dugaan Pencucian Uang

di Bank Banten

JAKARTA RAYA- Barcskrim Polri melukukan penyelidik-
an dugaan tindak pidana pencucian uang di Bank Banten.
Kasus ini menyeret nama pejabat Bank Banten,

Berdasarkan informasi yang didapat Jukarta Raya, pe-
nyelidikan ini dilakukan Subdit 11I/TPPU Direktorat Ti-
pideksus Mabes Polri.

» Bersambung Hal.11
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' Polri Selidiki Kasus Dugaan Pencucian Uang

g ——Samuaom Dol
. Rabu (24/8) kemarin, sudah
i -adabeberapa pibak internal
.~ Bank Banten yangdipanggil
" oleh Barcskrim Mabes Polri)
- ujar sumber Jakarta Raya,
¢ Kamis (26/8).

" Lebth Jauh sumber tersebut
¢.menyatakan, dalam sural
‘. panggilan klarifikasi tersebut
. menyebutkan jika Direktur
".Utama Bank Bunten (AS)
; juga ikut dipanggil penyidik
;~Subdit [1I/TPPU Direkiorat
‘ Tipldeksus lantai 5 Gedung
Bareskrim Mabes Polri, di
? Trunojoyo Kebayoun

i *Klarifikasi dilakukan pada

L v

Baru, Jakarta Selatan, Rabu
(24/8)

Lebih jauh dijelaskan, da-
lam surat panggilan klari-
fikasi dari Subdit HI TPPU
Tipideksus mabes polri itu
menyebutkan Direktorat
Tipideksus mabes polri se-
dang melakukan penyelidik-
an terhadap dugaan tindak
pidana perbankan atau tin-
dak pidana korupsi atau
tindak pidana penggelapan
atau dalam jabatan atau

Pengurus Koperasi Jasa Se-
jahtera Baru (KJSB) dkk,
dengan cara menetapkan
PKS tanpa melalui prosedur
atau SOP yang sesuai deng-
an aturan perbankan dan
pengajuan kredit nasabah
yang ridak melalui prosedur
atau SOP dengan aturan
perbankan.

Sementara itu Corsec Bank
Banten Rahmat Hidayat me-

nyatakan, pihaknya belum.

mendapatkan informasi ter-

tindakan pidana pencucian  kait pemanggilan tersebut”

uang pada periode tahun  Saya baru dapat informasi

2021 sampai sekarangyang  dari teman-teman, nant saya

diduga dilakukan oleh Di- cek ke plmplnum katanya.

rektur Urama Bank Banten, (un)
L ik, ORI T~ L 2
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Ijen Ferdy Sambo.

. Kompolnas: Ferdy Sambo
Layak Dipecat

JAKARTA RAYA - Anggota
Komisi Kepolisian Naslonal
(Kompolnas), Poengky Indar-
ti menilai pengunduran did
Irjen Ferdy Sambo tak layak
untuk diterima. Scharusnya
divonis pecat dalam sidang

etikyang dipimpin Kabaintel-
kam Komjen Ahmad Dofiri.

Poengky mengakui, berda-
sarkan Pasal 111 ayat (1) Pet-
pol 7/2022, Ferdy Sambo yang

» Bersambung Hal.1!
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Kompolnas Ferdy Sambo Layak Dipecat o

. terancamdipecat atau pem-
‘berhentian tidak dengan hor-
“mat (PTDH)dalam sidang etk
memiliki hak untukmengaju-
¥an pengunduran diri.
Namun ayat (2) pasal ter-
sebutmenegaskan ketentu-
an pengunduran diri tidak
berlaku bagi anggota atau

perwirayang diancam pida-
na penjara paling lama 5
tahun. Sementara Ferdy Sam-

‘ bo dijerat perkara dengan
L pidana maksimal hukuman

mati.
“Kita lihat sidang kode etik
hari inl. Kalau membaca Pa-
i ;nluuyu(z)Pupol 712022,

b3
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untuk FS lebih tepat digelar
sidang kode ctik yang men-
jatuhkan hukuman PTDH,
bukan mengundurkan diri."
tutur Poengky, yang dikutip
online inflah, Kamis (25/8).
Dia mengingatkan Ferdy
Sambo melakukan pelang-
garan berat dengan merusak
atau menghilangkan alat
bukti di TKP rumah dinas
Kadiv Propam Polri, lokast
tewasnya Brigadir Yosua
Hutabarat (Brigadir }).
Pelanggaran beratini diatur
dalam Pasal 17 ayat (3) yang
menjelaskan, bahwa pelang-
garan kategorl berat yakni
dilakukan dengan sengaja
dan terdapat kepentingan

pribadidan/atau pthak lain,
adanya pemufakatan jahar,
berdampak terhadap kelu-
arga, masyarakat, insttusi
dan/atau negara yang me-
nimbulkan akibat hukum.
Sementara itu, Kapolri Jen-
deral Listyo Sigit mengakui,
Ferdy Sambo mengajukan
surat pengunduran diri. Na-
mun dirinya belum meng-
ambil sikap atas permohonan
pengunduran dirl Inw.

S ars  Kabagp
Divisi Humas Polri, Kombes
Pol Nurul Azizah menyatakan
putusan sidang Komisi Edk
Profesi Polri (KEPP) terhadap
Irjen Ferdy Sambo bakal di-
buka untuk umum. Putusan

sidang tidak akan ditunda dan
dibacakan pada malam ini.
Sidang etik Ferdy Sambo
menghadirkan 15 orang sak-
si termasuk dua orang ter-
sangka pembunuhan Briga-
dir Jyakni, Bharada Richard
Ellezer dan Bripka Ricky
Rizal. Para saksi lainnya yak-
ni Brigjen Hendra Kurnlawan
(mantan Karopaminal), Brig-
jen Benny Ali (mantan Ka-
roprovost), Kombes Budhi
Herdi (Kapolres Jakarta Se-
latan nonakuif), Kombes Agus
Nurpatrta (mantan Kaden A

Biro Paminal), dan Kombes
‘Susanto (mantan Kabag Gak-

kum Roprovost Divpropam).
()
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Pergub terkalt penggusuran dala

dalam harmonisasi di Ke-
meniterian Dalam Negeri
{Kemendagn).

“Kalau selarang membu-
at pergub baru harus ada
perscwjuan harmonisasi

S T g

pergub pencabutan sudah
dibuat. sudah proses. jadi
kami sudah roenyiapkan
pergub pencabutannya.”
kata Ames.

labesjanji sebelum masa
jabatanuya selesal pada
Oktober 2022, pergub ter-
kait penggusuran itu sudah
dicabut dan akan dlumum-
kan begru mendapat
nomor dari Kemendagri.

“jtu sudah dibuas bebe-
rapa bulan yang laju, ing-
gal prases saja,” kota Andes

Perayataan Gubemnur DX
jlu menjawab desakan se-
jumilah kilompok masya-
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m proses pencabutan

tesgabung dalam Koalsi
Rakyat Menolak Penggu-
suran (KRMP).

Kelomfipok masyarakat itu
_scbelumnya beberapa ka-
li mendatangi Balai Kota
Jakarta ruenuntul penca-
buwan Pergub 207 Tahun
2016 rernang Peneruban
Pemnakaian atan Pengua-
saan Tanah Tanpa lzin yang
Berhak. Pergub ini terbit
padamasa Gubemur Basuki
Tahaja Pumnaroaatan Abok.

Kelompoh masyarakarifu
mendatang Balai Nota Ja-
karta sejak Februan 2022
dan erakhur  dilakukan
pada Kamis (4/8).

O

Kedalangan mereka ke
Balai Kot Jakarta juga sem-
pat beraudiensi dengan
Pemesintab Proving DKI
Jakarta dan dfhadini lang-
sungoleh Anies Baswedan
pada 6 April 2022.

Hasil pertemuan it di-
sepalati Pemerintah Pro-
vinsi DKI jakarta akan
meninjau ulang pergub
tersebut.

Kelompok masyarakat im
menilai selama ini angka
penggusuran  berkurang
dibanding sebelumnya,
namun pola yang diguna-
knn saat sm masth sama
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